Menimbang

Mengingat

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TEN{GAH

PERATURAN BUPATI WQNOGIRI
NOMOR 49 TAHUN|(2019

TENTANG
MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIR

bahwa dalam upaya pempnuhan kebutuhan masyarakat
atas pelayanan publik yahg berkualitas, terintegrasi dan
terpadu, serta untuk meglaksanakan amanat Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahunp 2017 tentang Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik perlu dibentuk Mal Pelayanan
Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal
Pelayanan Publik;

—

b

Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara [Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan| Lembaran Negara Republik |

Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor| 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah |(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Neomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonegia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa |kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun [2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Ne¢mor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah |(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah mor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publjk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Npmor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah mor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia |

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomot 5887);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesip Tahun 2014 Nomor 221);




Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denga

o B £ b 1

10.

Peraturan Menteri Penday
Reformasi Birokrasi Nomo

Pelayanan Publik (Berita Nggara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1387);

2011 tentang Penanaman
(Lembaran Daerah Kabu
Nomor
Wonogiri Nomor 101);
2014  tentang

Nomor 7, Tambahan I
Wonogiri Nomor 133);

MEMUT
PERATURAN BUPATI TENTANG
BAB I

KETENTUAN UMU
Pasal 1

Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.

Peraturan Daerah Kabupa

14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupdten Wonogiri Nomor 7 Tahun
Penyelepggaraan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014

hgunaan Aparatur Negara dan
+ 23 Tahun 2017 tentang Mal

ten Wonogiri Nomor 14 Tahun
Modal di Kabupaten Wonogiri
paten Wonogiri Tahun 2011

Pelayanan  Publik

lembaran Daerah Kabupaten

USKAN:

MAL PELAYANAN PUBLIK

M

(=]

Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Wo
Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanamanh Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayjanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnyg
atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang

Instansi adalah sebutan kolektif meliputi

kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembag I
nya, baik pusat maupun daerah,

Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lain
termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya

berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan|
n daerah, serta pelayanan Bad

fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupu
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rgngkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
perundang-undangan bagi setiap warga neg
jasa dan/atau pelayanan administratif yan
Pelayanan Publik.

bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

ogiri.

du Satu Pintu yang selanjutnya

Kepala Dinas Penanaman Modal
Wonogiri.
disingkat OPD adalah Organisasi

satuan kerja/satuan organisasi

Hukum Milik Negara, dan Badan

disingkat MPP adalah tempat

Daerah/Swasta dalam rangka

dengan ketentuan peraturan
ara atau penduduk atas barang,
g disediakan oleh penyelenggara




BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk I\LIPP Kabupaten Wonogiri yang‘
berlokasi di Kompleks Perkantoran Terpadu [Bulusulur, Kecamatan Wonogiri,
Kabupaten Wonogiri.

(2) Untuk percepatan pembentukan MPP di Kabupaten Wonogiri perlu dibentuk
Tim Percepatan Pembentukan MPP dan Tim Teknis.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan'
Keputusan Bupati. |

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3 |

MPP adalah lembaga non struktural yang |mempunyai tugas memberikan‘
pelayanan perizinan dan non perizinan di bawahl koordinasi DPMPTSP.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan organisasi MPP terdiri dari:
a. Kepala;
b. Unit Tata Usaha;
c. Unit Pelayanan;
d. Unit Promosi dan Pengolahan Data,;
e. Unit Pengembangan dan Pengendalian,;

(2) Struktur organisasi MPP sebagaimana dimpaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian fidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V |
TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala MPP
Pasal 5

Kepala MPP secara ex oficio dijabat oleh Kgpala DPMPTSP mempunyai tugas
merumuskan kebijakan dan mengkoordingsikan kegiatan penyelenggarakan
Pelayanan Publik pada MPP.

Bagian Kedua
Sub Unit Tata Usaha
Pasal 6

Kepala Unit Tata Usaha secara ex oficio flijabat oleh Sekretaris DPMPTSP
mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan administrasi, dan purat menyurat; ‘
b. melaksanakan urusan kebersihan, keamgnan dan kelengkapan peralatan;
c. melaksanakan fasilitasi kegiatan rapat dgn jamuan tamu; dan

[" |




Bagian Ketiga
Sub Unit Pelayanan
Pasal 7

Kepala Unit Pelayanan secara ex oficio dijabat Kepala Bidang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mempunyai tygas: |

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan costumer service;

b. melaksanakan monitoring kelancaran pelayanan pada semua Front Office;

c. melaksanakan rapat koordinasi,

d. menerima dan memproses pengaduan; d -

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan|oleh Kepala MPP sesuai dengan
tugas dan fugsinya. |

Bagian Keempat
Sub Unit Promosi dan Hengolahan Data
Pasal 8

Kepala Unit Promosi dan Pengolahan Data secara ex oficio dijabat Kepala

Bidang Promosi dan Pengolahan Datai DPMPT mempunyai tugas:

. melaksanakan kegiatan dokumentasi kegiatan

. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi;

. melaksanakan monitoring jaringan komputer dan koneksi internet; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan| oleh Kepala MPP sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

A0 oR

Bagian Keljma
Sub Unit Pengembangan|dan Pengendalian
Pasal

Kepala Unit Pengembangan dan Pengendalian secara ex oficio dijabat Kepala
Bidang Pengembangan dan Pengendalian meémpunyai tugas:
. menyusun perencanaan pengembangan kegiatan MPP; :
. melakukan evaluasi dan melakukan inventarisasi permasalahan; |

melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
. melaksanakan tugas lain yang diberikar] oleh Kepala MPP sesuai dengan

tugas dan fungsinya. |

aoow

BAB V
TATA KERJA \
Pasal 1D

(1) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yan
dilaksanakan oleh Instansi/OPD pengguna MPP.

(2) Setiap Unit dalam melaksanakar] tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala MPP.

(3) Kepala Unit dalam melaksanakan tugLs dibantu oleh pejabat dibawah
koordinasinya. ‘

Pasal 1|1

(1) Kepala MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan
tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan| MPP, dengan OPD maupun pihak
lain. |




(2) Setiap Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8
dan Pasal 9 dalam melaksanakan tugagnya berkewajiban melaksanakan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

bidang tugas masing-masing.

(3) Kepala MPP dan Kepala Unit mas
memberikan bimbingan atau pembingan kepada bawahannya serta |

melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tu
masing-masing.

Pasal 12

(1)
(2)

(3) Instansi/OPD pengguna MPP berkew

Reformasi Birokrasi MPP.

(4)
melalui:

a.
Pelayanan Publik;

b. penyelenggaran Pemerintah yang be

dengan ditetapkannya sebagai Zona In
mewujudkan kualifikasi Wilayah Beba
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM

c. penyelenggaran pemerintahan yang

untuk peningkatan Sistem Akuntabilit]
pengembangan sistem pelayanan berb
penyusunan capaian kinerja harian ke

d.
H

Road Map Reformasi Birokrasi MPP seb
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

Kepala Instansi/ OPD pengguna MPP me

peningkatan kualitas Pelayanan Pul

ng-masing bertanggung jawab

gas menurut jenjang jabatannya

Instansi/OPD pengguna MPP ditetapkan| dalam Keputusan Bupati.

aksanakan MoU dengan Bupati.

@jiban melaksanakan Road Map

Reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

lik melalui Kualifikasi Evaluasi
Tsih dari korupsi dan gratifikasi
tegritas serta berkomitmen untuk
5 dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
akuntable dengan berkomitmen
as Kinerja Instansi Pemerintah;
asis teknologi informasi; dan
pada Kepala MPP.

agaimana dimaksud pada ayat (4)

KEPEGAWAIAN

Pasal 1]

(1) Petugas Loket pelayanan (front office) d

oleh Instansi/OPD pengguna MPP un

MPP, administrasi kepegawaiannya menj

masing-masing.

(2) Pegawai yang ditempatkan pada ME
dimaksud pada ayat (1), administrasi k

jawab DPMPTSP.

(3) Front office dan back office sebagair

memenuhi kualifikasi kompetensi dan in

(4) Kualifikasi sebagaimana pada ayat
Keputusan Bupati.

(5) Apabila Sumber Daya Manusia dari U
tersedia, Pemerintah dapat merekrut Pegawai Kontrak.

3

an back office yang ditempatkan
fuk memberikan pelayanan pada
adi tanggung jawab Instansi/OPD

; : |
P selain petugas sebagaimana
ppegawaiannya menjadi tanggung

nana  dimaksud pada ayat (1)
tegritas. \

(3) diatur lebih lanjut dengan

Insur Pegawai Negeri Sipil tidak




BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

(1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, telepon, internet dan
biaya lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan MPP
dibebankan pada Anggaran Pendapatan |dan Belanja Derah Kabupaten
Wonogiri.

(2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi |
tanggung jawab masing-masing Instansi/QPDpengguna MPP.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedomdn teknis yang belum tercantum
dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebilj lanjut dengan Peraturan Kepala
DPMPTSP.

BAB X
KETENTUAN PEI\WUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Befita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri '
pada tanggal 4 ;pemper 201

- -BUPATI WONOGIRI J

\_‘ :

L P X |
J K \
*

\ t( Joj&_o sﬁ'fé)Po

Diundangkan di Wonogiri ST |
pada tangggal 4 Jopember 2019 ‘

AERAH
NOGIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR




Front Office
Instansi/ OPD

LAMPIRAN

HERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI NIPP

Unit Tata Unit Pelayanan Unit Unit Promosi
Usaha Pengembangan dan
dan Penggolahan
Pengendalian Data |
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REPUBLIK IND

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPO

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI |

SITUS hitp :/iwww.mernppan.go.id

DNESIA
N (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 739832

BIROKRASI

3

Nomor B/ 4L / pPPc6/2019
Lampiran -
Hal Dukungan Pembentukan

Pelayanan Publik Kabupaten Won
Yth. Bupati Wonogiri
di
Tempat

Sehubungan dengan rencana Pemerintah

Mal Pelayanan Publik, kami mengapresiasi hal tergebut dan mendukung penuh agar

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat mewujudka
sebelumnya.

Selanjutnya, menindaklanjuti audiensi yang

2}-Agustus 2019

Mal |
DQIri '

Kabupaten Wonogiri membentuk
n apa yang sudah direncanakan

telah dilakukan pada tanggal 21

Agustus 2019, kami harap Pemerintah KabupateI

laporan perkembangan pembentukan Mal Pelayan
kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan p

Publik. Dokumen tersebut akan kami gunakan dal

a
Demikian yang dapat disampaikan. Atas pI:hatian dan kerjasama Saudara,

kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
Menteri PANRB.

roses peresmian Mal Pelayanan

Wonogiri dapat menyampaikan
n Publik, berikut dengan rencana

proses evaluasi lebih lanjut.

g Pelayanan Publik,




Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan Yth;

1. Bapak Bupati Wonogiri;

2. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri,

3. Kepala DPU Kabupaten Wonogiri,

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogi
(5) Kepala Bagian Orginisasi Setda Kabupaten Won

PEMERINTAH KABUPA

EN WONOGIRI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -

Jalan Pemuda | No 5 Wp
Telepon (0273) 5328180, Fa
~ Email : dpmptspwonogiri@gmail.com, Website : dpmptsp.wonogirikab.go.id

nogiri 57612
. (0273) 5328180

)

Wonogiri, 17 September 2019

Kepada :

050/ 6o2 Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Wonogiri
Sangat Segera di -
1 (satu) berkas WONOGIRI
Laporan Hasil Rakor MPP
dengan Bapak Bupati
Wonogiri

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Bapak Bupati
Wonogiri pada Hari Selasa, 17 Seplember 2019 Perihal: Progres

Persiapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri,

maka DPMPTSP Wonogiri perlu meny
Bapak Bupati Wonogiri terkait pembentu

Adapun pandangan Bapak
Pembentukan Mal Pelayanan Publik dia
1. Mal Pelayanan Publik dibentuk mulai
2. MPP bertempat di Giri Cahaya;

3. Dalam rangka pembentukan MPP p&
Rehap Gedung Giri Cahaya melalui A
Pengaturan mutasi aset Pemerints
Kompleks Gedung Giri Cahaya; dan
. Kebijakan daerah terkait Peraturan

Pelayanan Publik, Keputusan B

4

sun pointer terkait Pandangan
kan Mal Pelayanan Publik.

Bupati  Wonogiri
ntaranya sebagai berikut:
Tahun 2019;

tentang

rlu dialokasikan anggaran untuk
PBDP Tahun 2019;
ah Daerah khususnya aset di

Bupati Wonogiri tentang Mal
upati Wonogiri tentang Tim

Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Keputusan

Bupati tentang Kualifikasi Front Offi
dibahas dan diimplementasikan lebih

Adapun materi Rapat Koordinasi

Demikian untuk menjadikan g
petunjuk Bapak Sekretaris Daerah.

KEPALA DIN

e dan Back Office untuk segera
lanjut.

tersebut sebagaimana terlampir.

eriksa dan selanjutnya mohon

AS PENANAMAN MODAL

DAN RELAYA

bina Utama Muda

580111 199503 1 002

ri; dan
0Qiri.



Jbaik Instansi Pusat dan
Dﬂlfg!l serta BUMN/D
serta.swasta yang akan
di integrasikan

Penyiapan Sarana
Prasarana
Menyiapkan gedung

- beserta sarana prasarana
" yang dibutuhkan dalam

. Implementasi Mal
‘Pelayanan Publik

0

Pengaturan Kebijakan
Daerah, Mekanisme
erja antar instansi

Peresmian Mal
Pelayanan Publik

17/09/2019
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A PEERNTAN KABUPATEN WONOGR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPNTI
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BUPATI WOROGII
PROVING] JAWA TCKGAS

PERATURAN BUPAT] WONODGIR
NOMOR TAHUN 2019

TERTAKG
MAL PELAYARAR PUBLIX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATL WOKOGTRI,

‘berlokasi

=1} Unhk P

___IIIIIWOBD@._____-

Bupat inl
Perkan

Peratuman
di Kemplaks tora

kan

im Percepalan Pembentukan MP

3] Tim sebaganimena dimaksud p4
Keputmusan Bupad.

jda ayatr (2] diamur lablh lanfut dengar

Pasal 12
{11 b /OPD MPP b dalam P Bupau.
2] Kepala 1 sif OPD \ MPP J Mol d Bupatl
@)1 1/OPD p MPP aliban Rond Mag
Reformnasi Birukrlll MPP.

{4] Reformasi
malahai:

gknman kualitas  Pelay|

anan Publik;
b. peny graran
L4 P B sebngf
dkan kualifikesi Wil
Beralh dan Melayas
c pényal

4
hi

inan Publik melalui Kualifikazi Evahas)

p'ah Bebas dari Korupsi (WBK] dan Wilayah

d pada asyat (1) dilal

ang bersth dari korupsi dan granfikas)]
Zona [Integri sertn

d.pmhm sistem pelays
L e penyusunan capaian kinarjs

puin.hnnﬂln-nm

yang dengan ber
funtabilitns Kinerje Instansi Pemerintah;
pan berbasis teknologl informasl; dan
harian kepada Kepala MPP.
W R g e BT SeGndnd T ol

b OUTPUT
NTUKAN MAL PELAYANAN FUBLIK

TUGKSE —TARGET OUPUT
{m MPPdan an Dasvah eathig |
MPP dar
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. M o
Pendayapanssn Aparmbu | |
Negara dun KRB
pmbennucan MPP Laporan Progres
pn Progres Pambentulkan MPP Keginas
PP kepada Bupas. | Bupat
[ Fasilitasi Fakeor MPP
Thak Hou Bupas daa Ynit |
el = K pan dan
larpras MPP Renovesi Cedung dan
Inwrior Gedung MFP
Inwernst MPP dan
an lnternet
BEATen
dalnm APBD
MPF mreedia | Angparnn MFP tersedia
AFBD; Anlmm.
an 18O, BAKIP,
dan Z-WBK- Dvaluasi Pelayanan Pa
MPP serta Reformasi Birolorasi, ZIj
K-WHEM serta Tatsd
laksana MPP dan
MPP
ERperiARnR o)
PP mlunupuﬁ'
pare o
Len LY 8 MPT Eompeten

17/09/2019
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BAB VIl
EFEGAW ALAN
Passl 13

Loket pelayanan (frdnt office] dan back offics yang ditempatican|
hnunruo puangrurns MPP untuk memberikan pade .
jawab 1 ijorm -
d 4 s i » mlnmtn..
Bl ——e 12) Pug yang pada MPP sslain petugas ssbagaimene
i dlmalcsad p.dl st ), i
4 jawab DPMPTS

(3) Kualificani vobagmimaoa
Keputrusan Bupari.

(3] Front office dan back eoffich seths
mamanuhi kualifiknsi kompejanei dan intagritas.

Erimmne  dimalaud peds symt (3
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